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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak
Korban Perdagangan Manusia (Wanita) Dalam Persepektif Hak Asasi
Manusia”. Perdagangan manusia merupakan suatu bentuk kejahatan yang
melanggar hak asasi manusia serta martabat manusia. Pengaruh kejahatan
perdagangan manusia ini bukan hanya menckaup nasional, melainkan
menjadi suatu kekhawatiran bersama secara internasional. Adapun rumusan
masalah dalam skripsi ini, yaitu apa saja bentuk perlindungan hukum yang
diberikan negara terhadap korban perdagangan manusia dalam perspektif hak
asasi manusia dan bagaimana implementasi dalam pemberian hak restitusi
terhadap korban jika ditinjau dalam dua putusan yakni Putusan Nomor
44/Pid.Sus/2019/PN Idm dan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis neratif dengan
menggunakan studi pendekatan perundang-undangan dan teosi hukum.
Perlunya perlindungan hukum bagi korban kejahatan khsususnya kejahatan
perdaganagan manusia merupakan suatu wujud dari peran pemerintah
sebagai aparat penegak hukum atau aparat keamanan bagi masyarekat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi
korban terdapat restitusi atau kompensasi, konseling dan rehabilitasi, bantuan
hukum serta pemberian informasi. Implementasi dari pemberian restitusi
pada dua putusan yaitu Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Idm dan Putusan
Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Oim adalah sudah diterapkan sezdil-adilnya oleh
penegak hukum bagi kedua pihak baik itu korban dan pelaku kejahatan.

Kata Kunci: Human Trafficking, Restitusi, Hak Asasi Marusia
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia (human trafiicking) termasuk suatu
kejahatan terhadap kemanusiaaan, pelanggaran manusia dan
merendahkan martabat manusia. Manusia dipandang sebagai suatu
barang yang dapat diperjualbelikan sesuai harga yang sudah
ditentukan dan akan ditempatkan tanpa adanya mempertimbangkan
kebutuhannya sebagai seroang manusia.

Dari kacamata HAM, kegiatan perdagangan perempuan
merupakan pelanggaran serta kejahatan terhadap manusia. Istilah
HAM merupakan hak dasar manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang
Maha Esa sejak ia lahir dimana apa yang telah diberikan-Nya maka
setiap orang wajib menjaga, menghormati serta menjunjung tinggi
hak tersebut.! Manusia kodratinya memiliki hak yang telah melekat
pada dirinya sejak kecil, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan,
hak bebas dari perbudakan serta hak lain yang secara universal disebut
dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Perempuan sendiri merupakan
makhluk ciptaan Tuhan yang dimana perlu dilindugi dan dihargai
martabat nya serta dijamin hak hidupnya dalam tumbuh dan
berkembang sesuai dengan citra dan kodratinya. Selain itu ditegaskan

pula, Hak Asasi Manusia yaitu:

! Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165



“Tiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan derajat
manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati
nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum dan
perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak
atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
manusia, tanpa diskriminasi.”?

Di Indonesia, praktik jual beli manusia terutama perempuan
sudah lama terjadi sejak masa penjajahan, dimana mereka akan
dipaksa atau dipekerjakan sebagai budak seks atau pelacur bagi para
tentara yang menjajah pada masanya. Sebagaimana binatang ternak,
para perempuan akan dilacurkan hingga hamil dan apabila melahirkan
maka bayi-bayi itu ditujukan sebagai penambahan jumlah budaknya.
Dengan seriring berjalnnya waktu, maka kejahatan ini pun meluas
dalam bentuk jaringan kejahatan baik itu terorganisasi maupun tidak
terorganisasi.® Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak
hanya suatu operasi yang hanya melibatkan antar wilayah dalam
negara melainkan antar negara juga kerap ditemukan Kkasus
perdagangan orang. Sehingga kejahatan ini dapat menjadi ancaman
bagi masyarakat, bangsa ataupun negara serta norma-norma
kehidupan yang dilandasi oleh penghormatan terkait hak asasi

manusia.

2 Pasal 3 Undang-Undang No0.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165

3 Dadang Abdullah, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking
Anak dan Perempuan”, Jurnal Hukum, Volume 9 Nomor 2, him.232 diakses dalam
https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/945/798



https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/945/798

Merujuk pada pengertian perdagangan dalam undang-undang
perdagangan orang tidak terlepas dari istilah eksploitasi yang
tercantum pada Pasal 1 angka 7:

“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban tidak terbatas
pada pelacuran, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan
atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,
pemandaaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara
melawan hukum memindahkan atau mentransplansi
orang/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau
kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapat
keuntungan baik materiil maupun immaterial”.

Sedangkan dalam butir 8 dijelaskan tentang eksploitasi
seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau
organ tubuh lain dari korban dengan tujuan mendapatkan keunutngan,
tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan. Selain
didalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, ternyata didalam
Konvensi Internasional yang dikenal dengan sebutan ICCPR
(International Convenant on Civil and Political Rights) yang
kemudian diratifikasi oleh Indonesia juga membahas mengenai
adanya larangan melakukan tindak pidana perdagangan manusia ini.
Salah satu pasalnya yakni Pasal 7 menyatakan:

“tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan

perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun

boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa
atau kerja wajib”.*
Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kejahatan perdagangan

manusia ini bukan hanya mencakup nasional saja, melainkan sudah

menjadi suatu kekhawatiran bersama secara internasional. Oleh

4 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik,
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119



karena itu, PBB membuat suatu konvensi yang kemudia diratifikasi
oleh Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh, Indonesia menduduki
peringkat ke-2 dengan kasus tindak pidana perdagangan manusia.
Melalui Catatan Tahunan Komnas Perempuan, tercatat sebanyak 816
kasus perdagangan manusia dan 699 kasus perempuan migran
sepanjang 2017-2020.°> Sedangkan di tahun 2021 tercatat sebanyak
678 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).® Mahfud MD
menyebutkan bahwasanya sejak tahun 2019 hingga 2021 tercatat
sebanyak 1.331 orang menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang, dimana 97 persennya korbannya ialah perempuan dan anak.
Selain itu juga, pada Tahun 2021-2022 sebanyak 600 korban tindak
pidana perdagangan ditemukan di Indonesia.” Dari data diatas, maka
dapat dikatakan bahwa dalam jangka waktu yang panjang, masih
begitu banyak ditemui kasus perdagangan manusia di Indonesia, dan
kebanyakan perempuan yang menjadi korbannya. Hal itu disebabkan
karena perempuan mempunyai nilai jual yang tinggi. Dilihat dari

tujuannya sendiri, trafficking adalah untuk memperoleh keuntungan

5 Ade P Marboen, 2021, “Komnas Perempuan Catat 816 Kasus Perdagangan
Manusia pada 2017-2020” artikel dari
https://www.antaranews.com/berita/2591957/komnas-perempuan-catat-816-kasus-
perdagangan-manusia-pada-2017-2020 diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 14.02

® Fahdi Fahlevi, 2022, “Pemerintah Akui Kasus Perdagangan Orang di Indonesia
Masih Tinggi” artikel dari https://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/01/pemerintah-
akui-kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-masih-tinggi diakses pada 10 Oktober 2022
pukul 15.44

" Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia, 2022, “Rakornas TPPO, Komitmen Pemerintah Cegah dan Tangani Kasus
Perdagangan Orang” artikel dari
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4111/rakornas-tppo-komitmen-
pemerintah-cegah-dan-tangani-kasus-perdagangan-orang diakses pada 18 Oktober 2022
pukul 22.01
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materi sebanyak-banyaknya, sehinga jaringan trafficking ini dapat
disebut sebagai tambangnya uang. Perempuan selain dijadikan
eksploitasi dalam hal ketenagakerjaan, mereka juga bekerja yang
tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan oleh pelaku.

Anak sebagai korban juga kerap sering ditemukan di beberapa
kasus Tindak Pidana ini. Hal itu disebabkan karena anak-anak
dianggap mudah untuk dibujuk serta ditipu. Dalam pasal 6 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa :2

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau

keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak

tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,000 (seratus

dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah)”

Dari pasal diatas, diketahui bahwa adanya eskploitasi anak
juga diatur dalam undan-undang mengenai tindak pidana
perdagangan orang.

Melihat adanya peningkatan kasus perdagangan perempuan,
pemerintah perlu memfokuskan diri dalam usaha memberantas tindak
pidana perdagangan orang ini. Usaha tersebut tidak hanya berbentuk
penegakan hukum (law enforcement) berupa preventif, represif,
maupun responsif melainkan juga usaha dalam hal pemulihan hak dan

perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban langsung

8 Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58



perdagangan orang (women trafficking).® Mengingat para korban
yang cenderung akan mengalami trauma secara psikis, mental dalam
waktu jangka panjang. Selain itu mereka juga mengalami dan
merasakan kerugian secara materiil dan immaterial secara tidak adil
yang disebabkan oleh perlakuan pelaku. Dengan adanya rasa trauma
tersebut, maka diperlukan suatu kepastian yang bisa mengembalikan
keadaan mereka menjadi semula.

Adanya pembentukan organisasi internasional Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 memiliki pengaruh dalam
perkembangan HAM dewasa ini. Selain didalam Peraturan
Perundang-undangan Indonesia, ternyata didalam Konvensi
Internasional yang dikenal dengan sebutan ICCPR (International
Convenant on Civil and Political Rights) yang kemudian diratifikasi
oleh Indonesia juga membahas mengenai adanya larangan melakukan
tindak pidana perdagangan manusia ini. Salah satu pasalnya yakni
Pasal 7 menyatakan:

“tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan

perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun

boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa
atau kerja wajib”.1°

Dalam hukum positif Indonesia, dikenal adanya perlindungan

terhadap saksi dan korban tindak pidana. Selain saksi dan korban, para

® Andi Nurhana, Syahruddin Nawi, Kamri Ahmad, 2022, “Perlinddungan Anak
Sebagai Korban Perdagangan Orang: Studi Pada Polrestabes Makassar”, Jurnal of Lex
Generalis, Volume 3 Nomor 5, him. 1023-1024 diakses dalam https://pasca-
umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/881/946 pada 16 November 2022 pukul 23.14

10 pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik,
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119
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keluarga saksi dan/atau korban seluruhnya juga harus dilindungi
apabila  sewaktu-waktu mendapat ancaman yang mampu
mebahayakan diri dan jiwanya. Selain itu, juga bukan hanya
membahas mengenai pidana terhadap pelaku kejahatan melainkan
juga memberi perhatian khusus pada saksi dan korban yang terlibat
langsung dalam perkara pidana. Perlindungan terhadap saksi dan
korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai
Perlindungan Saksi dan Korban. Ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1)
mengenai hak-hak korban dalam memperoleh perlindungan
hukumnya?®:

*“ Saksi dan Korban berhak:
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,
keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari
Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang
akan, sedang, atau telah diberikannya;
Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan
bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
Memberikan keterangan tanpa tekanan;
Mendapat penerjemah;
Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
Dirahasiakan identitasnya;
Mendapat identitas baru;
Mendapat tempat kediaman sementara;
Mendapat tempat kediaman baru;
.Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai
dengan kebutuhan
n. Mendapat nasihat hukum;
0. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai
batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
p. Mendapat pendampingan.”

—xT T SQ@hoo0 T

3

11 pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 293



Selanjutnya didalam undang-undang ini dijelaskan juga mengenai

bantuan hukum lain yang dapat diberikan, sebagaiman yang

tercantum dalam Pasal 6 ayat (1)*2:
“ Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana
perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan,
Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban
penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

a. Bantuan medis; dan
b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

Kepercayaan masyarakat akan pemerintah dan/atau penegak
hukum khususnya pengadilan selaku tempat masyarakt ingin
mendapat keadilan, perlu mewujudkan perlindungan hukum bagi
korban-korban kejahatan. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah
dalam berupa bentuk hak restitusi. Hak restitusi merupakan suatu
pemberian hak ganti kerugian oleh putusan pengadilan kepada korban
dan/atau ahli warisnya. Adanya pemberian restitusi tersebut
merupakan wsujud dari pemberian pelaku kepada korban atas
penderitaan yang dialami korban dalam bentuk uang atau ganti
kerugian lainnya dengan tujuan pemulihan korban.

Perlindungan hukum bagi korban khusunya dalam bentuk
pemberian ganti kerugian (restitusi) diatur dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang yang menyatakan:

12 pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 293

13 Pasal 48 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58



1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli
warisnya berhak memperoleh restitusi.
2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
ganti kerugian atas:
a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. Penderitaan;
c. Biaya untuk tindakan perawatan media dan/atau
psikologis; dan/atau
d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat
perdagangan orang.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada
Saksi dan Korban, adapun korban tindak pidana berhak memperoleh
restitusi.

1) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum
atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap melalui LPSK;

2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum
putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,
LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum
untuk dimuat dalam tuntutannya;

3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dibacakan, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada
pengadilan untuk mendapat penetapan.

Permohonan untuk memperoleh hak restitusi tersebut
dapat diajukan oleh korban, keluarga, maupun kuasa hukum.

Pengajuan ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah Terdakwa tindak
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pidana dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap.*

Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban juga
diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik itu
bersifat umum ataupun khusus, seperti Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian
Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan
lainnya.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka
adanya harapan oleh masyarakat terhadap pemerintah dan penegak
hukum dalam efektivitas pencegahan terhadap tindak pidana
perdagangan orang seperti memberikan ancaman hukuman yang lebih
berat ataupun efek jera yang kuat terhadap pelaku tindak pidana
perdagangan orang. Sekalipun KUHP mencantumkan aspek
perlindungan kejahatan berupa pemberian ganti kerugian melalui

ketetapan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau sebagai

14 pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara
Tahun 2018 Nomor 24
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pengganti pidana pokok, namun ketentuan ini tidak luput dari
berbagai kendala dalam pelaksanannya.

Sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang perlindungan saksi dan korban, khususnya dalam hal restitusi
namun realitasnya masih terdapat kendala yang menghambat
efektivitas restitusi itu sendiri. Hal itu terbukti dari adanya angka yang
tinggi mengenai kasus perdagangan orang khususnya perempuan
yang masih terjadi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
peningkatan jumlah tersebut, yakni:

1. Adanya Aparat Penegak Hukum yang kurang inisiatf dalam
meminta pemenuhan hak resitusi kepada korban secara
langsung pada tiap tahap penanganan perkara.

2. Masih minimnya sumber daya manusia di LPSK, sehingga
menghambat mekanisme dalam hal pelaksanaan penyelidikan
terkait pendataan korban yang akan mengajukan permohonan
restitusi. °

3. Tidak adanya peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak
Pidana Perdagangan Orang yang jelas dan tegas tentang proses
pelaksanaan mekanisme pemberian restitusi.

4. Masih minimnya kesadaran akan hukum terhadap korban dan

juga kurangnya partisipasi keluarga dan/atau masyarakat

15 Dien Kalpika Kasih, 2018, “Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban
Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban”, Jurnal Idea Hukum, Volume 4 Nomor 1, hlm. 841 diakses dalam
http://webcache.googleusercontent.com/search?g=cache:oKonFBBUsQY J:jih.fh.unsoed.ac.i
d/index.php/jih/article/download/92/74&cd=2&hl=en&ct=cInk&qgl=id pada 16 November
2022 pukul 00.08
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sehingga sulit bagi Aparat Penegak Hukum dalam

memperjuangkan hak restitusi korban tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil contoh
kasus sebagai kajian mengenai hal ini yaitu pada Putusan Nomor
44/Pid.Sus/PN 1dm dan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN OIlm
yang akan dianalisis pada penelitian ini. Dimana dalam Putusan
Nomor 49/Pid.Sus/PN Idm yang pada pokok perkaranya Terdakwa
Rakim alias Rohim bin Sakat terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana pengiriman wanita keluar negeri yang
mengakibatkan ~ wanita  tersebut  tereksploitasi.  Dengan
memperhatikan Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO jo Pasal 55
Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) majelis
hakim dan dengan segala bahan pertimbangannya menjatuhkan
pidana terhadap Terdakwa Rakim alias Rohim bin Sakat dengan
pidana penjara 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar
Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Kemudian majelis hakim juga
membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi terhadap
saksi korban sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan apabila
Terdakwa tidak membayarkannya, maka diganti dengan pidana
kurungan selama 5 (lima) bulan.

Kasus lainnya ialah berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor
79/Pid.Sus/2020/PN OIlm yang pada pokok perkaranya Terdakwa

Partini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

16 putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Idm
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pengiriman anak berjenis kelamin perempuan ke luar negeri yang
mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi. Dengan memperhatikan
Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang juncto Pasal 55 Ayat (1)
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) majelis hakim dengan
segala pertimbangannya maka menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa Partini dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana
denda sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
Kemudian majelis hakim juga membebankan kepada Terdakwa untuk
membayar restitusi terhadap saksi korban dan/atau ahli warisnya
sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak
membayarkannya, maka harta benda Terdakwa Partini akan dilelang
dan dijual demi menutup biaya restitusi tersebut oleh jaksa penuntut
umum. Dan apabila harta benda Terdakwa juga masih belum cukup
untuk menutup maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3
(tiga) bulan.t’

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penulis
tertarik menulis skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum
Terhadap Hak-Hak Korban Perdagangan Manusia (Wanita)

dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN OIm
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas,
maka setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi
fokus dalam skripsi ini antara lain:

1. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan
negara terhadap korban perdagangan manusia dalam
perspektif HAM?

2. Bagaimana implementasi dalam pemberian hak restitusi
terhadap korban jika ditinjau dalam Putusan Nomor
44/Pid.Sus/2019/PN  Idm dan  Putusan  Nomor

79/Pid.Sus/2020/PN OIm?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk membahas dan menganalisis apa saja bentuk-
bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara
terhadap korban perdagangan manusia dalam perspektif
HAM.

2. Untuk membahas dan menganalisis implementasi dalam
pemberian hak restitusi terhadap korban jika ditinjau
dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Idm dan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN OlIm.

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan skripsi ini secara umum diharapkan manfaat
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penelitian bersifat teoritis dan praktis, yaitu:
1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam hal ilmu hukum bagi masyarakat
dan/atau pemerintah terlebih dalam hal mengenai
perdagangan manusia, hak restitusi serta bentuk
perlindungan hak korban lainnya.

b. Mengetahui penerapan hak restitusi didalam putusan-
putusan  hakim tindak pidana Perdagangan
Perempuan Studi Kasus Putusan Pengadilan
Indranayu  Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Idm dan
Putusan Pengadilan Pamekasan Nomor
79/Pid.Sus/2020/PN OIm.

2. Manfaat praktis

a. Penelitian ini diharapkan sebagai suatu masukan dan
pertimbangan bagi para hakim terkait efektivitas
pemberian hak restitusi dalam memutus perkara
tindak pidana perdagangan perempuan.

b. Memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak
yang terlibat dalam pertimbangan pada putusan
hakim dalam pemberian hak restitusi di kasus-kasus
selanjutnya.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup
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yang akan dibahas yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan
hukum yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana
perdagangan perempuan oleh penegak hukum.

2. Untuk memahami penerapan hak berupa restitusi
terhadap korban tindak pidana perdagangan perempuan.

F. Kerangka Teori dan Konsep
Kerangka teori meruoakan dasar pemikiran dalam
penyusunan sebuah penelitian yang dapat membantu penulis untuk
menentukan arah dan tujuan penelitian. Ada beberapa teori yang
digunakan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas
didalam skripsi ini. Berikut beberapa teori yang akan digunakan:
1. Teori Penegakan Hukum
Penegakan ~ hukum  dapat  diartikan  sebagai
penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dan oleh setiap
orang Yyang mempunyai kepentingan sesuai dengan
kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang
berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu kesatuan
proses yang terdiri dari penyidikan, penangkapan, penahanan,
peradilan Terdakwa dan pemasyarakatan terpidna.'®

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah

18 Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka
Cipta, Jakarta, hlm.58, didalam jurnal Novi Dwi Ria Wheny, 2017, “Penegakan Hukum Bagi
Penyalahguna Narkoba Saat Proses Penyidikan”, Universitas Muhammadiyah diakses dalam
https://eprints.umm.ac.id/37704/3/jiptummpp-gdl-novidwiria-47951-3-babii.pdf, pada 20
Oktober 2022 pukul 02.05
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kegiatan untuk menggabungkan nilai-nilai yang terjabarkan
dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.l® Sedangkan
penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan
ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian
hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam
setiap hubungan hukum.?’ Dengan kata lain, bahwa penegakan
hukum pidana merupakan penerapan nilai-nilai dalam pidana itu
sendiri.

Di negara Indonesia, penegak hukum merupakan
lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum
dan/atau keadilan bagi warga negaranya. Adapun macam
lembaga penegak hukum dilndonesia yaitu, hakim, jaksa, polisi
maupun pengacara. Selain aparat penegak hukum, masyarakat
juga memiliki hak untuk menegakkan hukum bagi dirinya
sendiri. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan kerjasama antara
pihak penegak hukum dan masyarakat sehingga hukum dapat

diijalankan serta kedaulatan tetap dijaga.

. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi merupakan suatu hak dasar bagi manusia yang

telah melekat sejak ia lahir dalam kehidupan masyarakat.

19 Soerjono Soekanto, 2004, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan

Hukum?”, Raja Graffndo, Jakarta, hlm.35

him.15

20 peter Mahmud Marzuki, 2012, “Pengantar Ilmu Hukum”, Sinar Baru, Bandung,
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Dengan
begitu tidak boleh satupun merebut hak tersebut apalagi
merampasnya dengan sesuka hati tanpa memikirkan akibat dari
aksi tersebut.

Perlindungan hukum merupakan usaha oleh negara
terhadap warga negaranya dengan memberikan jaminan rasa
aman. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban
maupun pelaku kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai
bentuk seperti, melalui rehabilitas, restitusi dan kompensasi
pelayanan media dan bantuan hukum.?* Dalam merumuskan
prinsip perlindungan hukum di Indonesia, haruslah berlandaskan
pada Pancasila yakni sebagai ideologi dan falsafah negara.
Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah
bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan

pada adanya pembatasan dan peletakan antar kewajiban

21 Ony Rosifany, 2017, “Perlindungan Hukm Terhadap Korban Kejahatan”, Jurnal
Legalitas, Volume 2 Nomor 2, him. 27 diakses dalam
http://webcache.googleusercontent.com/search?g=cache:FQhOIIMhAIQJ:ejurnal.untag-
smd.ac.id/index.php/L G/article/download/3382/3293&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=id pada
16 November 2022 pukul 00.24
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masyarakat dengan pemerintah.??

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia khususnya
harus dipertegas dan diterapkan. Terdapat beberapa teori yang
relevan dengan persoalan HAM, yaitu teori hak-hak kodrati, teori
positivisme, dan teori relativisme budaya.?

1. Teori hak-hak kodrati

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang
dimiliki olenh semua orang sejak ia lahir sebagai
manusia. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup,
kebebasan, hak untuk tidak diperbudak, dan lain
sebagainya. Oleh karena itu, sumber HAM itu sendiri
sesungguhnya semata-mata berasal dari kodrat
manusia secara alamiah.

2. Teori positivisme

Berpendapat bahwa hak itu harusnya diciptakan
dan diberikan oleh konstitusi, hukum dan kontrak.
Suatu hak itu harus berasal dari sumber yang jelas,
seperti dari perundag-undangan atau konstitusi yang
dibuat oleh negara.

3. Teori relativisme budaya

Bahwa tidak ada hak yang bersifat universal

22 Emil EL Faisal dan Mariyani, 2018, “Filsafat Hukum”, Bening Media Publishing,
him.25

3 Dwicahyo, 2018, “Teori Hak Asasi Manusia”, artikel dari
https://dwicahyo15blog.wordpress.com/2018/04/01/teori-hak-asasi-manusia/ diakses pada
13 November 2022 pukul 01.32
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sebagaimana teori-teori kodrati yang dianggap
mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki
oleh individu sebagai manusia. Manusia merupakan
produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya
dan tradisi-tradisi budaya yang berbeda yang memuat
cara-cara yang berbeda pula untuk menjadikan

manusia itu hidup di latar kultur yang berbeda.

Terdapat dua macam perlindungan hukum berdasarkan

pendapat Philipus M Hadjon yaitu?* :

1.

Perlindungan Hukum Preventif

Suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh
pemerintah dengan maksud untuk mencegah sebelum
terjadinya pelanggaran.
Perlindungan Hukum Represif

Merupakan bentuk perlindungan akhir berupa
sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan
yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau

telah dilakukannya suatu pelanggaran.

3. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang bersifat

akhir/ Kklimaks dalam persidangan yang bertujuan untuk

menyelesaikan perkara antar pihak yang bersengketa.

Pertimbangan hakim adalah aspek yang penting demi

24 Ibid, hlm.25



21

mewujudkan nilai dari putusan hakim yang mengandung
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung suatu kepastian
hukum sehingga pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan
teliti, baik dan cermat.?®

Dalam menjatuhkan sebuah putusan, seorang hakim
wajib untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak
memihak. Hal itu dipertegas dala Pasal 5 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009: “Pengadilan mengadili menurut
hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.?® Juga hakim
dalam memutus perkara haruslah terlebih dahulu menelaah fakta-
fakta hukum yang ada dan menghubungkannya dengan hukum
yang berlaku. Dalam memutus perkara, terdapat 3 asas yang
dianut oleh hakim yaitu, asas kemanfaatan, asas keadilan, dan

asas kepastian.

G. Metode Penelitian
Metode Penelitian merupakan langkah untuk memecahkan
suatu permasalahan dengan cara menggunakan beberapa metode
ilmiah. Sehubungan dengan masalah yang ditelti maka metode
penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum

2 Barry Franky Siregar, 2016, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan
Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta”, e-journal, him.5-6 diakses
dalam https://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf pada 16 November 2022
pukul 00.29

% pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157
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normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk
menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum
terhadap isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban.?’
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan
beberapa pendekatan sebagai berikut:
a. Pendekatan Undang-Undang (The Statute Approach)

Statute Approach adalah pendekatan dengan menelaah
peraturan perundang-undangan yang mana membahas
dan/atau berkaitan dengan materi yang dibahas. Pada
penelitian ini, penulis akan menggunakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum
perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini mengacu pada pendapat para ahli hukum

yang diperoleh dari buku-buku literatur.
c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan

dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi Putusan

Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.?®

27 peter Mahmud Marzuki, 2007, “Penelitian Hukum”, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, him.35
28 peter Mahmud, 2005, “Penelitian Hukum ”, Kencana, Jakarta, him. 133
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Adapun kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Idm dan Putusan

Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN OIm.

3. Sumber bahan Hukum

Sumber bahan hukumn yang digunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah sebagai berikut;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari perundang-

undangan yang berlaku dengan penulisan skripsi ini antara

lain:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4026

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak
Sipil dan Politik, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang



7)

8)

9)

10)

11)
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Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4720

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4635

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5602

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Hukum
Kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun
2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6184

Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan
International Convenant on Civil and Political Rights,
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4558

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN IDM dan Putusan

Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN OlIm.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan yang diperoleh dengan memperlajari berbagai
literatur seperti buku, jurnal hukum, makalah dan sebagainya
yang berlaku dan berkenaan membantu dengan penulisan
skripsi ini, seperti sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan
Anak, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 237,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan yang mampu memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan sebagai penunjang diluar bidang hukum seperti
kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan kamus
hukum sepanjang memuat informasi yang relevan dengan
objek kajian dalam penelitian ini.
4. Teknik Inventasisasi Bahan Hukum
Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini
meliputi metode kepustakaan dan dokumentasi. Metode
kepustakaan atau studi kepustakaan merupakan teknik
pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan terhadap
buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan
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dipecahkan.?

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan mengarah cara menjawab rumusan masalah yaitu dengan
yuridis normatif bersifat kualitatif adalah penelitian yang
mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma
yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.*® Adapun
analisis data yang dilakukan seperti menggambarkan kronologi
kasus, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur
jelas mengenai restitusi. Kemudian penulis menganalisis semua
aturan tersebut lalu melakukan evaluasi sehingga dapat dipahami
pengertiaannya dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi

permasalahan.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan oleh
penulis adalah dengan menggunakan penarikan kesimpulan
deduktif yaitu dengan cara penarikan atau pengambilan aturan-

aturan hukum yang bersifat umum.

2 Evanirosa, dkk, 2022, “Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)”,

Media Sains Indonesia, Bandung, him. 124

105

80 Zainuddin Ali, 2021, “Metode Penelitian Hukum?”, Sinar Grafika, Jakarta, him.
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